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ABSTRAKSI 

Menurut Pasal 1 KUii Pidana. 1idaklah ada pem,danaan pada din orang 

mclakukan scsuatu apabila scsuatu itu belum diatUf dalam pcrundang- 

undangan. Pem1danaan bukanlah suatu pembalasan bagi terp1dana yang 

melakukan tindak p1dana agar 11dak benindak pidana lagi dan menckan 

munculnya tindak ke_µihatan di masyaralat, tetapo juga menJadl s.arana 

mcmpcrbaiki diri terpidana agar selepas menjalani p1dana. dapat mcnJad1 lebih 

baik dan bermanfaat di masyaraka1 

Menjpngat setiap pelaku tindak pidana yang alan dijatulu p1dana 

diharapkan (J.apat d1perbaiki akhlakn)"ft, sehingga ia dapn kcmbali menjadi 

ani,:gota masyarakat yang berguna. makii sccara ke!1\anusiaan dapat diupayakan 

pcnjatuhan pidana )&ng adil dan tidak mcmberatkln tcrpidana. Scpeni halnya 

pidan.a ben}111111 yang diputuskan dengan nama hukuman percobaan. 

Dalam pclaks.anaan pemidanaan bcrsya,.._t. harus d1l1kukln pengawas.an 

yang baik olch Hakim Pcnga"-as agar pcmidanaan )'ling dijalam dapal ITICmL"11uhi 

syarat-syarat )-ang tclah di1cntukan Pcngawasan d1lakukan bcTdasari.an Pasal 14 

d ayat 1 KUIIP dan Pasal 280 l)"ftt 4 KUI\AP tenting pengawa$1.n Jo Pas.al 277 

tcntang Hakim Pcngawas dan Pengamat. 

Sclama un Halim pcngawas dan pengamat dari Pengad1lan Negen 

Semarang melak.ukan lugas pcnga1••asan dan pengamat.an secara 

berkesmambangan mm,mal dua kali dalam setahun. Pengawasan dan pengamatan 

dilakukan ke LP Kcdungpane Semarang dan l.P Wanita Bulu Semarang. 01 

sampmg ttu secara lhusus Ha1.;im juga melak.ul.:an penga11-asan dan pengamatan 
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1crhadap mcreka yang dipidana bersyarat dan berada dr luar LP, sepcr\1 pada drri 

1erp1dana yang drprdena pcrcobaan. 
l'cni;awasan yang hanya dua kah dalam sctehun sangat tidak efcklif 

sehingsa akan sangat suht mencapai maksud dari pcnga\\'!lsan dan pcm,danaan itu 

sendin l)cmil1an pula dcngan pdalsanaan pt:ngawasan tcrhadap mereka yang 

menjalani p,dana bersyara1 dr luar LP, juga tidak berJa\an dcngan bark dan 

cendcrung tidak dilaksanakan 
Pcng.a\\'llsan tcrh.adap pclaksanaan pidana pidana bersyaral yang selama 

,m tidal berjalan secara maks,mal pada dasamya drsebebkan oleh banyak hal, d, 

anummya adalah. TcibaLaSnya jumlah I Iaktm Peng.a"''llsan:Lebih mpercayekannya 

pcngawa!>lln tcrpidana bersyaral lcpada para pctugas pcmbantu Hakim pcng.awas 

yang tcmyata dalam pclaksanaannya Justru drhmpahken lag, kc apanll 

pcmcrintahan dr tmgkat Kc!urahan dalam wtlayah Kota gcmarang.Mirumnya 

angsanm dan sarana prasarana pcridulung;Padatnya kcgiatan para Hekim da\am 

pckerjaan rutm harian, yaitu mclakukan persidang.an;Tcmpal \lnggal terpidana 

bersyara1 yangJauh atau selama menJalani pidana bersyarat bcrada di tcmpat yang 

Jauh; l"idak dilaksanakannya ateran bahwa 1crp1dana ber..yaral wajrb lapor le 

p1hal Kejaksaan, Pengad1lan dan BAPAS selama mcnJalam pidana bcrsyara1 dr 

luar LP. 

Terhadap hambatan atau kcndala 1ersebut, PN Semarang sekeran mi 

sudah mengupayakan solusi tcrbarknya. yaitu ; Ditambahnya jumlah Halim 
Pengawasan; Dilaksanakannya pcng.awnan yang lebih ba1k terhadap para 

rerprdana ber..yarat secara langsung oleh Hakim Penga\\'llS bersama para peiugas 



pembanm 1 !akim penga"as dr sampmg d1ban1u okh aparat pemenntahan dr 
ungkat Kelurahan dalam w,layah Kota Semarang. D1aJukann\a permohonan 
anggaran dan sarana prasarana pendukung yang lcbih mcmada1 agar b1sa 
mcndukung opt,mahsasi kcgiatan pengawasan. D,upayakannya peluangan waktu 
oleh para 1lak1m untul melakukan pengawasan d, tengah kenbukan dan padatnya 
kegiatan Hakrm Pengawas dalam persrdangan. Diajukannye permoh.onan kepada 

p,hak-pihak terkan di luar w,layah hulum PN Semarang tempat tcrpidana 

bersyarat tinggal untuk membantu mengawas, tcrptdana bcrsyaral agar bisa 

tcrawasr dalam mclaksanakan p1dana bcrsyarat. Diupayakan pewaj,ban bagi 

tcrptdana bersyarat untuk lapor le pihak Kcjaksaan. Pcngaddan clan BAPAS 

selama menJalam p1dana bcrsyarat di luar LP. Diadakannya kegratan pendukung 

bagr terprdana bersyarat d1 Pengadilan atau d1 BAPAS agar brsa selalu rerawasr 

saat mcnjalani pidana bcrsyarat. Scperti h.aln}a kegiatan yang membantu proses 

penyadaran atas kesalallan. pemasyaralatan dan upa)ll menekan muoculRya niat 

melakukan tindak p,dana lagi 

Bcrdasarkan kenyataan tcrsebut. perlulah d1sampa1kan saran-saran 
sebagar bcnkut ;Pemidanaan bersyarat pcrlu dtlakukan sccara lcbih sclekuf' agar 

maksud dan luJuan pem1daRaan dapat meecaper tujuan dengan cara sena dasar 

yang ba1k. bukan alas dasar hastl komemahsas, h.ukwn. Pengawasan terlladap 

pclaksanaan pemidanaan bcrsyarat llarus dilakukan secara bark dan bcnar sesuai 

dcngan dasar, maksud dan tuJuannya lni dimaksudkan agar pengawasan terhadap 

pelalsanaan pidana bersyarat drlakukan bukan karena keterpaksaan atau 

duimpahkan prosesnya. melamkan dilaksanalan dengan sunsgu-sungguh sesua1 
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aturan dan ttdal d1hmpahk.an proses sebagai tanggungjawabnya;Mengmgat 

banyak fak1or yang menjad, kcndala di"''UJudlarmya pc:ngawasan yang baik 
terhadap pc:labanaan ptdana benyarat, mala upaya petbaikan untuk pc:Laksanaan 
pcngawas.an ataS pcrmdanaan bersyarat. kiranya dapat d1realisasilan dengan ba1k 
dan pcnuh tan�ungjawab; dan kontrol dari ffi3$)'aralat dan betbagai pilt.ak terka1t 
terhadap pc:ngawasan aw pc:laks.anaan p,dana ben)'mll lt.arus ditinglatkan agar 
pcngawasan dapat be!Jalan dengan bask dan mencap31 tujuan 
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BAB I 

PENDAIIULUAN 

A. Alassn Pemilihan Judul 

Akhrr-akhu mt kita senng drben tontonan oleh para aparat hukum 

)ang tidak lonsckucn dalam meneraplan dan menegaklan hukum Sebut saJa 

tcntonan proses pcnanganan peJkara pidana, mulai dan saat pcnangkapan, 

pcmenksaan sals1 maupun tcn;.angka dr trngkat peny1d1k Kcpohsmn Negara 

Republik Indonesia (Poln), penahanan, hingga pemenksaan drnngkat 

persrdangan dr Pcngadilan dcngan pcndalwaan, pcnumuum dan pcnjamhan 

prdana )ang tidal sesuar aturan hukum, Scudaknya Undang-undang Nomor 8 

Tahun !981 rcruang K1tab Undang-undang llukum Acara Prdana (KUHAP). 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kcpolisian Negara Republik 

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang KeJalsaan Republik 

lndoncsia dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagar penyernpurna 

Undang-undang Nomor JS Tahun \999 scbagar Pcnggan11 Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tcntang Ketentuan-letentuan Pokok Kehakrman, 

Tcrleb1h dalam hal pcnJatuhan pedana bersyerat, l,taJuga sering d1ben 

tontonan yang \ldal scdap dan cendcrung berunsur pclccchan tcrbedap sendr 

scnd1 hukum, rasa lcadilan dan pcrhndungan di masyarakat Tidak jarang 

larena pmusan ptdana bersyarat ,tu pula maksud dan tujuan pem1danaan 

mcnjadi tidal mcm1llki am dan trdak mcmben manfaat )ang optimal. lklum 

lag, dengan adanya pclaksanaan pumsan p,dana bcrsyarat yang tidak scsuar 



aturan hulmm )ang ada dan penga ... 'aliallnya ndak bcrjalan sebagaimana yang 

ditentukan menurut a1uran hukum, tentu pidana bersyarat yang d1Jatuhkan 

tcntu udak akan mcmben manfaat demi 1cgal.n)'a hukum, lcbc:naran dan 

keedrten 
1 

Rcalnas yang dcmikian al.an makm memperburuk keadaan seat pidana 

bersyaral )'ling dijatuhl.::an tefll)llta dalam pelaksanaannya tidal didukung 

dengan sanma prasarana yang mcmadai dalam bc:bragai haJ sebag:umana 

dipersyaratkan olch hukum. Dalam hal ini 1 lalim mcmitili tanggungjlll•"ab 

untuk mcn)'al.lan bila sesua, dcngai, kcwaJ1bannya sebaga1 pcnegak hukum 

dan kead,lan. Halim scbcnamya wajib mengpli. mcnwluti dan memahami 

m1a,-ni1ai hukum yang hidup dalam masyarakat bark uniuk dasar penJatuhan 

putusan pidana maupun pclaksimaan pidana. 

1)1 s.a.mpin11: hu Hakim juga harus mdakukan pengawa.san dan 

pcngamatan pclaksanaan terh.adap putusan pidana, maksudnya bahwa Hakim 

d1tuntut mchbatkan diri untl.lk 1ku1 serta mclaluk.an pcndckatan secera 

langsung agar dapat mchhat scjauh mana putusan Hakim itu ditcraplan pada 

diri Narap1dana dan has1ln)11 bail atau buruk. KJ.lau mcmang back, \Cfllu harus 

ada pcnilaian dan pclunJul lebih lanjut dan s.a.ng hal1m atas nama J>cngasilan 

agar pcmidahaan tt:fldrut bc!lar-bcnar scsua1 dcngan maksud clan 1ujuanny1. 

Sebahknya. bila mcmang bclum sesuai aturan. juga harus ada pcnila,an dan 

pclunjuk agar pcrmdanaan b,sa terlab.iria scsuai aturan hukum dan mcncapai 
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m .. ksud dan tujuan posmfbya i 

Da\am hal p,dana bcrsyarat, mcnurut Yurisprudens, Mahkamah Agung 

Nomor 52 KJKr/1970 tanggal 17-10-1970 karuslah dnngat b,la p1dana tcrscbut 

hanya dapat dijatuhl.an untuk kasus p1dana yang voms ptdananya tidak lebih 

dan l (satu) tahun p1dana penJara Kalau lasus bcsar sepertt lasus korupsi 

(yang ancaman p1dananya maksrma! 20 tahun prdana pcnJara) dan 

tcrdalwanya lcmudian duuntut kurang dan satu tahun dan lemudian divoms 

dengan pidana pcrcobaan, secasa ctornens pcnanganan kasus tersebut hulan 

saJa harus dtsebut sanget ttdak adil, tetap1 juga memadl fenomena buruk dalam 

pcncgalan hukum dan membuat tcrpidana bisa secnalnya I.arena mcrasa tel ah 

mcnang saat drvoras prdana bcrs)arat 

Lam halnya dcngan pidana bcrsyarat bag1 anak-anal, tcntu 

persoalannya bcrbcda dengan �ang dewasa Anal-anal mcndapat prdana 

bcrsyarat I.arena ada pcrt,mbangan hara pan agar mere la dapat d1b,mb1ng olch 

orang 1uanya maupun lembaga yang bcrwcnang agar b1sa mcn1ad1 anal )ang 

bail dan udak mclakukan tmdak kcjahatan lag1 Untuk orang dcv,,asa, pidana 

bcrsyarat }llllg drbcnkan b,asanya !eb,h drsebabkan atas dasar atau 

pcrtimbangan aoanya komeraausesr hulum dengan warna sompcosas 

ckonomm}a_ AdaJuga yang lan:na fakt-0r kcluarga atau bahkan ponus 

Kalau Letcntuan hukum tcntang p1dana bcrsyarat udak mcndapa1 

perhat,an }'ang benar dan d,tcrapakan sccara benar, Jangan salahlan kalau 

'lla1Jan10 Ha,hkoesoel'n(I. Jantanoan Huiwn lhKI APIOO ltMk�m. Gn,fik1 t-:usaotorl.. Jahna 
Hal 8 
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l..emud1an banyak pelal..u umiak prdana yang dip,dana dcngan pidana 

bersyarat, ndak mclal..sanakan p1dananya secara baik dan bcnar. Bahkan ada 

kesan hal semacam itu scngeja d1c,ptakan ataS dukungan dan I atau rrusianf 

ol..num Hakim dan I atau petugas pelaksana pcm1danaan di sampmg atas 

ims1atifterp1dana dengan kompensasr ekonomi bagi aparat hul..umnya 

Fatalnya. mereU yang sedang menjalan, psdana bersyarat namun udak 

drmdana sesuav kctentua11 hukum yang ada. tidak scdrku )atlg kemudran 

mclal..ukan tmdak p,dana !ag1 di sampmg melanl..an dm dan 11dal.. 

melaksanakan kewejiban-kewajrban pendukung pidananya Tcrlebrh dalam 

l..asus undak prdana korupsr yang jelas-jelas bcrat ancaman p1danan}a, 

tem}ata tidak s<:d,kit yang drvoms dcngan pidana bers)aral o\eh aparat ol..num 

Hakim 

Merck.a sepertmya mendapat pcrlakuan rsumewa mulai saat 

pemeril..saan ewat hingga di pers1dangan dan ddanJutl..an saat harus menjalani 

p1dana bcrsyarat. Kalau ancaman prdana mercka mcnurut undang-undang anti 

l..orups, mestmya adalah p,dana mau dan m1d1p1dana dua puluh tahun dr 

sampmg harus mcmbayar gann rug, atas uang yang d1korupsmya, tentu sangat 

narfkalau merel..a hanya d1Jatuhi pidana bers)ara1 Hal yang demtkran hanya 

dapat tcqadi karcna patut diduga ada konsprresi da!am penanganan proses 

hukum kasusnya yang 1erkadang berlanJut pada proses pcm1danaan 

bersyaratnya Sampai-sampai merel.a besa berkeharan mcnghrrup udara bebas 

dan melakul..an tindak pidana dr tengah statusnya sebagai terprdana bersyarat 

dan kcmud1an mclankan dm 
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Tulak terkecuali dalam l..asus tindak pidana pengamayaan dan 

dilakul.an dengan pengcroyokan. temyata ada fenomena kalau terpidana 

dijatuh, ptdana bersyarat dalam benruL p,dana pe«:Obaan. P,dana percoba.a.n 

sebagar bentuk pidana bersyarat yang dijamhkan kepada men:La yang terbul.h 

secara sah dan menyakmlr.::an melakul.an tindal. pidana sepeni itu jelas 

merupakan ancaman bagi keh,dupan hukum dan masyarakat Apalagi kalau 

yang drpdana dengan p1dana bersyarat ndak mendapat pengawasan yang 

benar dalam melaksanakan pidana betsyarat. sehingga merel<a bul.an saja al.an 

dan telah melakukan tmdalr.:: pidananya lagi. tel.ii.pi juga kemudum tan 

M<=ngingat Jalam l.enyataannya pcngawasan t<:rhadap pdaksanana 

p1dana bersyarat selama ini kurang dapat berjalan sesuai yang d1hantpl.an okh 

hukum, maka t,daklah mengheranlan b1la datam menjalani pem1danaan 

ban)ak terpidana )ang JLtSUU tidak mendapatla,i manfaat pos111f dan 

pi:uml«IL<lltli yan8 J11alunmyo1. Bahl.an tidak sa.11\.11 setelah itu mt:reka JUS\ru 

makin lebsh Jahat dari sebelum mt:njalani ptdana. Meski banyak fal'!Or yang 

mrut mcnentukan seseo<ang ,tu kembali berbuat jahat setelah menjalam 

prdana, narnun kenyataannya stat,stik kriminologi yang meningkat. Lhususnya. 

d, ...ilayah hukum Pengadilan Nq;e,i Semarang alr.::hir-alhir m, sedil.11 b..n)ak 

tidal lepa.s dari realitas kurang oprimatnya pembinaan temadap para 

Narap,dana (Napi) yang men1alam pidana bersyarat, sehingga mcrekapun 

akh,mya mudah tel)ebak kembali ke dalam trndal. perbuatan melawan hul.wn. 

khususnya hul.um pidana yang muaranya Justru alan mcnjadi masalah I.arena 
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atan menjad, ancaman sekaligus gangguan terhadap l.:eamanan dan letertiban 

masyaralal (Kamubmas). 
Kalau sudah dem,kian tentu akan pelaksanaan p1dana bersyarat yang 

udak mendapat penga,,.,'llSln yang ba,1. """""'' :O:c111u11gk:inan akan membawa 

masalah hukum serius bagi masyaral<at dan teriebih apara1 hukum. lm ter\:a,t 

dengan reahtas aparat hukum yang bukan sekcdar harus menJalanlan aturan 

hukum (scpen halnya menjatuhk.an pidana bersyarat dan melal.:ukan el.:sekusi 

putusan p,,:bna �arat dan mengawasmya). retapi juga bertanggungjawab 

atas pdaksanaan aturan hukum tersebut dan tujuan dari pelaksar.aannya secara 

baik serta benar. Semua ,tu 1crkait dengan tanggun1:1a"11b 1erhadap tugas 

pokok dan fung-;1 dm scbagaimana diamanatbn dalam hukum sen.a malsud 

dan adanya aparat hulum dalam hidup dan kchidupan masyarakat. bangsa dan 

n.:gara 

Kalau sampai tcrjad1 aparat hukum mclakukan tindakan )'ling 

bertentangan dengan hulum dan tidak melabanakan kewejibarmya sesuar 

aturan hukum. tentu patudah d1pertall).tlan tentang apalah artin)11 aparat 

hukum kalau sudah demikian nu Realitas yang dem,kian tentu alan s.ama 

artin).t dengan t1adan)1I aparat hukum yang secara matematis justru akan 

mengurangi beban mas�11mkat tarena 1idak pcrlu membayar aparat hulum 

mclalui pajak yang dibayarkannya. Sangatlah tidak pantas latau ada aparat 

hnkvm, •ermasuk Halum yang mestill).i melakukan pengawasan dalam 

pclaksanaan ptdana �aral justru 1,dak mclakuk,m peegawasen <1cne80 bark 

sebagaimana dtanwW1:an olch iUUflll1 huJ.:um. Apalagi lalau sampar ada 
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Halim yang ndak rnengetahu1 ke ... ajibannya dalam hal pelaksanaan prdana 

ber.;yarat. 
Melalui p,,,eliuan tentang pelalsanaan ptdana. bersyarat im, penulis 

bermal.sud mencan dal.a lebth detail penhal bagaimana sebe11amya 

pelal.:sanaan pengawasan terhadap pelaksanaan p,dana bers)·arat. l.:hususnya dr 

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang. Dengan penelihan untul sknpsi 

mi penulis berharap di masa-masa yang al.an datang pelal.:sanaan pida11a 

bers)ara\ dan pcngawasan pelaksanaannya dapat betjalan scsuar aturan dan 

memben manfaat sesuai yangd1harapkan berlraitan dengan ani pemidanaan 

Berdasarkan lenyataan tersebut di ataS. maka penuhs berl.emginan 

menyusun suatu l.:asya ilm,ah befbenruk skripsi yang bctjudul Tiojau1n 

\'uridis AtH Penpwasan Terh1dap PdlkMlnaan Pid1n1 Bersyar,11 di 

\Vil1y1b lh1kum Pl'llgiidib.n Nrgeri Sem1ra11g. 

8. Rumusan l\lls,ilah 

Rumusan masalah d1 dalam peneliuan mi adalah sebagai benlut : 

Bagaimarialah pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan p1dana 

ber.;yarat di wilayah hul,:um Pengadilan Negeri Semarang? 

2 Bagaimana dcngan hambaum at.au kendala yang muncul dalam 

pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bef'S)arat di 

mla)ah hulo:um Pengad,lan Negen Semarang dan bagaimanalah 

solusin)ll? 
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C. Tuju11n Pc•cliti11n 

Tu Juan penehtian ,ni imda dasarnya adalah scbagai bcnkut 

I. Untuk men1,oet.ahui 1cnt.ang proses pelaJ..sanaan pcngawasan tcrhadap 

pdal:sanaun pidana bersyarat di "',layah hukum Pcngadilan N<1,>eri 

Semarang. 
2. Untut mengetahui te-ntang hambatan at.au k,;ndala yang muncul dalam 

pelaksanaun penpwasan tcrhadap pelaksanaan pidana bersyarat di 

w,layah hut um Pengadt1an N�'Cri Semarang dan Sulu.rnya. 

D. Manrut Pcntlitian 

Manfaat d1laksanak.annya penehuan ini adalah · 

1. Dapat diperolchnya data )·ang ,,.hd guna d,j.dikan dbahan penyusunan 

strips! dalam raniv,.a memenuh, pers)·arat.an tups aJ.hir pada Fatuhas 

Hui.um Un,.ers,w Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semaran"" 

2 Dapat benambahn)'l!. "''ll-"''IISan pada din penulis bcr\:ait.an dcngan OO)ck 

yang ditchh Jan dapat d1munculkannya konstribusi pemik,ran bag, 1lmu 

hukum )Ing bcrt.a,tan dcn!liln pclal.$anaan pc:ngawasan pc:laksanaan 

ptdana bersyarat schmgga di rnasa )'3Rg a.tan datang pelatsanaan p,dana 

bersyerat dan pcngawasan pe1atsanaannya dapat berjalan scsuai aturan 

dan bermanfaat sesua1 dcngan arti pemidanaan yang baik scna benar. 
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E. Metode P1t11elitian 

Metodc pcnehuan dalam sknpsi rm adalah sebagal berikut : 

1. Metodr P1:11deU11:1n 

Mctodc yang al:an drg1,111akan dalam peneli11an ini a..::..::..11 y.,r;J,s 

Sos1ologis. DigunaUnnya pcndel:.atan mi karena pcnnasa\ahan )ang aLan 

d,bahas berka,tan erat dcngan rcalitas pclaksanaan pcnga ... -asan terhadap 

pcla\:.sanaan. pemrdanaan bersyarat da!am pn11ek. Sesuai dengim bidang 

)allS d1laJ1 rnal:a pcnelltian mi menggunalan pende\:.atan secara 

Sos1ologis. )allu rnenooba menel11$un secara rnendalam pcla\:.sanaan 

pcm1danaan bers)-a.1111 d, .. 1layah hul.:um Pengadilan � Semara.,g. 

2. Populasi dan Pengambilan S.mpel 

Populasi mcrupakan M!Seluruhan unsur-unsur )"3.ng ada dan 

mermllki kcsamaan. Penenluan spcsifilasr popclass dalam suatu penel111an 

mutlak dilakulan dengan lerarah dan sistcmahk Scdangl.an sampc.J adalah 

bahv.11 pada umumnya pcnehtian cerhadap populasi d1lalukan dengan 

obscrvas, alau pcngukuran temadap sebag,an dari leselUJ\lhan. bagian 

)ang d1pcrgunakan bagi IUJuan pencli1ian populasl atau aspel-aspcknya 

mil ah yang diS<'but sampel. 1 

Dengan belbagai 1.:etelbawan yang ada. rnal:a diharapbn ada 

beberapa l.:asus pidana bers)-arat dan beberapa orang Hakim d1 Pengad1lan 

Negeri Semarang serta didu.l.ung pal"il p<hioJ. 1eri:Ai1. -,-er1, re'"VI' r P. 

petugas BAPAS serta praL.iisi hulum yang ada di Kota Semarang. 
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Sampel pcnelitian diambd sa:ara purpo51ve, kareoa peneliuan 

kuahtatif leb1h mengarah pada proses dari produk dan b,asanya memballlS1 

pada suatu kasus. sampel • 
Purposive sampling atau pcnarikan sampel benuJuan dilakukan 

(Ieng.an cara mengambtL wb)ek bc,rdasarkan pada tujuan tencntu. sampel .I 

J. SumbC'r Oat• 
Oalam pcnelitian im, data )'ang dapat d1gunabn adalah data 

tcntang pmlt.:tel pcngawasan pclaksanaan pidana bcrsyaral di l'ilayah 

hukum Peng.ad1lan Nc:geri Semarang. Data 1Crscbut d1dukung dengan 

pcodapal J..,.ri para pihak yan11 tcr\:111 di samping data tenuhs scbagai data 

sckunder dari Peng.aditan Negeri Semarang dan BAPAS Scmarans 

Oalam peneliuan ini dat.a )"ang diharapkan dapat diperoleh dcng,1m 

cara : 

a. l'enelit,an Kepustakaan (l.1hr11ry H.i!seurch), adalah suatu penc!itian 

yang dilakukan dcngan mcmbaca litcnuur-li1cra1ur )'Ing Ilda kaitannya 

cengan permasalahan. Uteriuur merupaUll bahan refercns1 untuJ.: 

menunjang kebcrhasilan pencht,an. 

b. Penehtian Lapangan (Field He.reurch), adalah cara mempcrolch data 

dengan mcngadakan l''l,.'lncara atau l.all)"I [aweb dengan bcrbagai 

pihak )ang ber�,tan dengan peeeliuan ini. Wawancara adalah cara 

• Noeng Muhadp", '"'19!k f'mclrtWI Kuahtat( hal •• 
' Ronny H. Soermtm. Mcmdnlnei Pu,djlii,I. Ghalia ,,, ...,..,. Juana, 191'4. hal 1 s 
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untu� mempero\ch 1nfonnasi dengan benan)a langsung pada yang 

di"awancara1.� 
Untuk mi pcnchuan dilalukan dcngan 

I) Qbscl".as1, yaitu mc\a�ukan pcngamatan langsung pada obyck 

)ang be�ngtutan 
2) Interview, ya1tu melakutan wawancara langsung kepada para 

pihat terkait dcni;an substans1 pcnnasalahan. yaitu soal 

pclubanaan pcnga\\asan icmadap pclaksanasn psdana bcrsyara1 di 

wrlayah hukum Pcngadilan Negcri Semaran� 

()1 samping wawancara juga digunakan alat pcni;umpul data 

dcngan pcngamatan (observasi) Pcngamatan yang digunakan ada!ah 11011 

pa,11c,(1110(m ,m,erw,wm (pcngamatan tidak lcrhbal) Pcngamatan 

seudak-tidakeya meliputi elem en utama, yanu: 

a. Lokasi I ccmpal itu berlangsung 

b. Manusia pclaku I aktor yang mcnduduki status I posisi lcrtcmu dan 

mcmamkan pcranan tcncntu dan kcmg1nan amu aktivitas para pclaku 

lokasi tcmpal bcrlangsungn)"a suatu s1tuas1 _,al.1 

5. Lokiui l'cnelitian 

Penelman rm a�an mengambil obyc� tentang pclaksanaan 
pengawasan tcrhadap pclaksanaan pemidanaan bersyarar dan berlokan di 

"'layah hukum Pengad1lan Negeri Semarang Pcmilihlm lokas1 d1wilayah 

: Ronny II Soemitro . .lM. hll 37 
Sarupah Fo,..i. Mnodc Poncltaan Soslal u .. 11a Nuional. Surabayo. hal 77 
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hulum ini berdasar\an pa.la pcnimbangan bahwa pcnuhs di "�layah 

hukum Pengad,lan Nt::b'Cri Semarang dan pclaksan.aan pcngawasan 

pclaksanaan pidana bersyarat mcmang harus dneliu mengingat banralnya 

mereka yang sete!ah d1ptdana temya.ta jusuu kembah bcnindak melawan 

hukum, khususnya hulum pidana dan juga pcngawasan pclaksanaan 

prdana bersyarat sendm scbc:lum bcl)alan secara optimal. 

6. Analisa Dau 

Dalam penelman ini proses analisa kegiatannya dilalukan secara 

bcrsama-sama dengan pclalsanaan pcngumpulan data Penchuan ini 

merupakan pcnelit1an yang pcngawas atau p1hal Kelurahan, Kecamatan 

dan masyarakat (tetangga lanan lm maupun saudara yang berada di 

sekitar tern pat tmggal terp«lana bcrsyarat). Para a,,hokat at.au pcngacara dr 

Kot.a Semarang sendm banyak rang mcnycsalkan tidal bcfjalannya 

pcngawasan pclaksanaan pidana bersyarat oleh pshak-pihak )ang 

berwcnang. yang kemud,an ikut memberi andil bag, buruknya proses 

pcmidanaan dan maral.nya tindal; kcjahatan dr masyarakat 

Analisa dilakukan bcrdasartan pcrangkaian data hasil pcnehuan 

yang kemudran drolah untuk dijadikan suatu laporan )ang Lemudian 

d1anahsa dengan mcndasarl::an para aturan, faLta dan harapan rang ada 

scsuai dengan OO)d: pcnelitian Penganalisaan data 1111 d1laportan dalam 

bemuk pcmbahasan has1I pcnelitian 
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F. ',is1em11tilui Penulisan 
Untuk mempcnnudah mcmaham, sknpsi mi d,pcrgunalan s1stematila 

penuhsan sebagai berikut · 

Bob 

Bab ll 

Bab m 

Bab JV 

perdabuluan, bensi alasan perruhhan j11dul, peeumusen 

masalah, lllJllan peneht1an, manfaat penetrrian, metode 

pcneln1an. srstematika penuhsan sknpsr 

Tinjauan Pustaka berisi pengcrnan hukum p1dana. huk11m 

pidana b<srsyarat, pcngawasan pclaksanaan pcmidanaan 

Bcrsyarat 

Bcnsi hassl peneh11an dan pembahasan mcngenai wilayah 

Hukom Pcngad,lan Negcn semarang. pcngawasan tcrhadap 

pela�naan pidana bersyarat di \\1fayah H11k11m Pcngadtlan 

Negen semarang,Hambatan atau Kendala vang m11ncul dan 

sclusmya. anahsrs temadap hastl pcnelitian 

Pcnutup bcnsr kesimpulan dan saran-saran yang memuat 

semua kcsimpulan akbir dari kcscluruaan hasil pcnclitian yang 

d1kaJ1 bcrdasarkan tcon yang tclah drkcmekakan sebelumnya. 

13 



RAB II 

TINJAUA� PUSTAKA 

A. Pepgertian llukum Pidana 

Negara Republ,k Indonesia bcrdasarbn Undang-undang Dasar 1945 

disebutlan sebagai negara hukum (rechtstaat). yang berani segala pola pikrr, 

s,kap dan penlaku kehidupan masyaraJ..at dan pemerimahan bangsa dan negara 

Indonesia harus selalu berdasarl.an hukum. Konsekucns1 ka11annyapun jelas, 

kedudulan masyarakat dengan pemenntah adalah sama di depan hukurn 

Konsep ideal negara hulum tersebut selama ini harus drakui tidallah dapat 

berjalan sesuai harapan mcnginga1 lomplclmya persoalan negara hulum 

Terleb1h yang bert.anan dengan huJ.:um ptdana, banyal. aturan hukum yang 

t1dak dihonnah karena ud:ak dijalanlan dengan baik di masyaral.at Tcrmasul 

oleh 1.alangan aparat huJ.:um sendiri.� 

a Pengcnian Hukum f'ldana 

Hukum pidana adalah suatu kaldah hukum yang mengalllr tentang 

penderitaan yang d1sengaja dibebanlan kepada orang melakukan perbuatan 

yang memenuh, syarat--syarat tenentu.' 

Hulum pidana dapat d,bagi menjadi hulum ptdana matcriil (huJ.:wn 

pidana substantif) dan hukum ptdana formil (hukum acara pidana). Hukum 

pidana mateml )ang lazim disebut hul.:um pidana sa1a mengatur perbuatan 

' ll&IJl"lo 1-bdtl;-. Iwwe Hul;unt R>si AporM Hpbp. Grmika 1'usan1ara, Jahr,-, 
2001. hal 2 
• Muladi dan Barda Na,. .. ..., i'nf. PNlano dan !'r!!i<[pn,:p J\lunn. Bwtuns, hal l. 
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